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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji literasi finansial dalam konteks kemiskinan dengan menyoroti 
negosiasi antara kebijakan negara dan nilai lokal masyarakat miskin. Literasi finansial 
sering diposisikan sebagai instrumen teknokratis yang netral untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan inklusi keuangan. Namun, pendekatan tersebut kerap mengabaikan 
dimensi sosial-budaya, relasi kuasa, serta praktik ekonomi lokal yang membentuk 
kehidupan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui 
tinjauan kritis literatur (critical literature review) terhadap publikasi nasional dan 
internasional periode 2020–2025, termasuk jurnal terindeks Scopus dan SINTA serta 
dokumen kebijakan terkait. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi 
konstruksi literasi finansial dalam kebijakan negara, peran nilai lokal, serta bentuk 
negosiasi, adaptasi, dan resistensi masyarakat miskin terhadap program literasi 
finansial. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi finansial memiliki dampak ambivalen: 
di satu sisi meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan keuangan formal, 
namun di sisi lain berpotensi melemahkan solidaritas sosial dan menggeser ekonomi 
moral berbasis komunitas. Masyarakat miskin tidak bersifat pasif, melainkan 
menunjukkan agency melalui reinterpretasi praktik ekonomi dan resistensi simbolik 
terhadap pendekatan individualistik. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan 
antropologi kebijakan dalam merancang literasi finansial yang sensitif terhadap nilai lokal 
dan konteks sosial-budaya sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang 
berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Literasi Finansial, Kemiskinan, Nilai Lokal, Kebijakan Negara, Agency 

 

ABSTRACT  
This study examines financial literacy in the context of poverty by focusing on the 
negotiation between state policies and local values within poor communities. Financial 
literacy is often positioned as a neutral and technocratic instrument to enhance welfare 
and financial inclusion. However, such an approach frequently overlooks socio-cultural 
dimensions, power relations, and local economic practices that shape the lived 
experiences of poverty. This study employs a qualitative approach through a critical 
literature review of national and international publications from 2020 to 2025, including 
Scopus- and SINTA-indexed journals as well as relevant policy documents. The analysis 
is conducted thematically to explore how financial literacy is constructed within state 
policies, the role of local values, and the forms of negotiation, adaptation, and resistance 
exhibited by poor communities toward financial literacy programs. The findings indicate 
that financial literacy has ambivalent effects: while it can enhance financial awareness 
and access to formal financial services, it may also weaken social solidarity and 
transform community-based moral economies. Poor communities are not passive 
recipients of policy interventions but demonstrate agency through the reinterpretation of 
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economic practices and symbolic resistance to individualistic approaches. This study 
highlights the importance of a policy anthropology perspective in designing culturally 
sensitive and contextually grounded financial literacy policies as part of sustainable 
poverty alleviation efforts. 

 
Keywords: Financial Literacy, Poverty, Local Values, State Policy, Agency 

 
A. PENDAHULUAN 

Masalah kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang kompleks di 
berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana pertumbuhan 
ekonomi yang positif secara makro belum otomatis menghapuskan kemiskinan 
di lapisan masyarakat paling rentan [1]. Meski indikator makro ekonomi 
menunjukkan adanya tren pertumbuhan, tingkat kemiskinan yang signifikan 
masih memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat, khususnya di daerah 
pinggiran dan kelompok rentan [2], [3]. Sebagai bagian dari strategi 
penanggulangan kemiskinan, negara-negara termasuk Indonesia telah 
memperkenalkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan literasi finansial 
sebagai salah satu sarana guna memutus siklus keterbelakangan ekonomi. 
Konsep ini didukung oleh kajian akademik yang menemukan bahwa literasi 
finansial dapat memengaruhi kemampuan rumah tangga dalam mengelola risiko 
ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan [4]. Dengan asumsi 
bahwa peningkatan pengetahuan finansial akan mendorong pengelolaan 
keuangan yang lebih bijak, kebijakan literasi finansial diposisikan sebagai solusi 
mengatasi rendahnya kesejahteraan ekonomi dan sebagai kontribusi terhadap 
inklusi keuangan yang lebih luas [5]. 

Dalam konteks Indonesia, literasi finansial secara resmi dipromosikan 
melalui berbagai kebijakan nasional dan program inklusi keuangan. Berdasarkan 
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi finansial masyarakat 
Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, 
meskipun masih berada pada level yang perlu ditingkatkan secara lebih merata 
di seluruh lapisan masyarakat [1]. SNLIK mencatat indeks literasi keuangan 
Indonesia mencapai sekitar 49,68% pada 2022, sedangkan pada tahun 2024 
indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43% dan indeks inklusi keuangan 
75,02% [6]. Artinya meningkat dari angka sebelumya tetapi masih menunjukkan 
gap signifikan antara literasi finansial dan inklusi keuangan secara umum [7]. 
Meski meningkat, capaian ini tetap memperlihatkan ruang persoalan terutama 
kesenjangan antarwilayah/kelompok sosial yang menuntut pembacaan lebih 
sosial-budaya, bukan semata teknis-individual 

Namun, pendekatan literasi finansial sebagai alat pengentasan kemiskinan 
seringkali dibingkai dalam istilah yang teknokratis, yakni dengan mengukur 
tingkat pengetahuan dan keterampilan individu dalam pengelolaan keuangan, 
tanpa mempertimbangkan secara memadai konteks sosial dan budaya 
masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut sebagai sebuah tantangan 
yang teridentifikasi dalam ulasan sistematis literatur literasi keuangan yang 
menekankan perlunya program yang disesuaikan dengan berbagai konteks 
sosial agar efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan 
inklusi sosial [8]. 

Lebih jauh, kebijakan literasi finansial dapat dibaca sebagai upaya 
standardisasi perilaku ekonomi: negara dan institusi keuangan memproduksi 
‘panduan hidup finansial’ yang mendorong warga menginternalisasi etika 
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pengelolaan diri (self-management), disiplin anggaran, dan kalkulasi risiko 
sebagai ukuran kewargaan yang baik. Dalam kerangka ini, kemiskinan berisiko 
direduksi menjadi problem kekurangan kapasitas individu, sementara relasi 
kuasa, ketimpangan kesempatan, dan perlindungan sosial yang timpang menjadi 
latar yang diredam. Literatur kritis tentang everyday financialisation menunjukkan 
bahwa logika ‘tanggung jawab personal’ dalam edukasi/literasi finansial sering 
berfungsi sebagai mekanisme governmentality yang memindahkan beban risiko 
dari struktur ke pundak individu terutama kelompok berpendapatan rendah yang 
justru paling rentan terhadap utang dan ketidakpastian ekonomi [9], [10], [11]. 

Paradigma literasi finansial yang dominan cenderung berangkat dari asumsi 
bahwa ketidakberdayaan ekonomi masyarakat miskin terutama disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan individu dalam mengambil keputusan finansial yang 
rasional, sehingga solusinya lebih banyak berupa penyediaan bahan edukasi dan 
informasi teknis semata [12]. Padahal, kritik terhadap pendekatan deficit-based 
ini menunjukkan bahwa pendekatan semacam itu bisa mengabaikan realitas 
sosial, budaya, dan struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat 
dalam memanfaatkan literasi tersebut secara kontekstual [9]. 

Dalam literatur ekonomi dan kebijakan pembangunan, literasi finansial 
memang sering dipahami sebagai komponen penting dalam mencapai inklusi 
keuangan dan pengurangan kemiskinan, dengan sejumlah penelitian yang 
menunjukkan hubungan positif antara pengetahuan finansial dengan perilaku 
finansial yang lebih sehat dan akses ke layanan keuangan [14]. Namun demikian, 
studi-studi terbaru juga menegaskan bahwa pemahaman tentang literasi finansial 
yang hanya menekankan aspek pengetahuan teknis tanpa memperhatikan 
konteks sosial budaya bisa gagal mencerminkan bagaimana masyarakat miskin 
sebenarnya mengevaluasi, mengelola, dan menafsirkan keputusan finansial 
dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika faktor budaya, norma sosial, dan 
struktur ekonomi berperan kuat dalam praktik ekonomi lokal [7], [11], [12], [13]. 
Karena itu, semakin banyak kajian yang menekankan perlunya pendekatan 
literasi finansial yang lebih holistik dan kontekstual, yang tidak hanya mentransfer 
pengetahuan teknis, tetapi juga mengintegrasikan dinamika sosial, nilai budaya, 
dan realitas ekonomi masyarakat sebagai bagian dari desain kebijakan dan 
program literasi [13]. 

Pendekatan semacam ini sering mengasumsikan bahwa individu miskin 
akan otomatis “menjadi makmur” setelah menerima edukasi finansial, sementara 
isu struktural seperti akses yang tidak setara terhadap layanan keuangan, 
ketidakamanan pekerjaan, serta harapan sosial dan budaya yang melingkupi 
praktik ekonomi masyarakat miskin tidak mendapat penjelasan yang memadai 
dalam wacana tersebut. [14] menunjukkan bahwa literasi keuangan adalah 
praktik yang termasuk penggunaan bahasa, adaptasi budaya, dan komunikasi 
keuangan dalam konteks sosial masyarakat. 

Ketidakseimbangan penekanan ini juga tercermin dalam banyak kajian 
empiris yang lebih fokus pada indikator statistik literasi atau efektivitas program, 
tetapi kurang menelaah bagaimana literasi finansial dipahami dan dinegosiasikan 
secara sosial–budaya di tingkat komunitas. Misalnya, penelitian di pedesaan 
menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan masyarakat pedesaan tidak 
hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga keterbatasan akses 
informasi, pendidikan, dan pola pikir tradisional yang dipengaruhi budaya lokal 
[19]. 
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Dalam tradisi sosiologi pedesaan Indonesia, pembacaan kemiskinan sejak 
awal tidak pernah murni individualistik. Geertz, misalnya, menekankan 
bagaimana kemiskinan dan strategi bertahan hidup teranyam dalam struktur 
sosial pedesaan, relasi kerja, serta mekanisme berbagi yang menjaga kohesi. 
Garis debat ini berkelindan dengan gagasan ekonomi moral yang melihat 
keputusan ekonomi sebagai tindakan yang selalu bermuatan kewajiban sosial, 
norma resiprositas, dan legitimasi moral komunitas. Studi-studi mutakhir juga 
memperlihatkan bahwa jaringan informal (dukungan kekerabatan, skema gotong 
royong, praktik simpan-pinjam komunitas/ROSCA) bukan sekadar sisa tradisi, 
melainkan perangkat proteksi dan negosiasi yang hidup berdampingan dengan 
program formal negara [10], [11], [20]. Namun, masih terbatas kajian yang secara 
eksplisit mempertemukan warisan sosiologi pedesaan tersebut dengan kritik atas 
kebijakan literasi finansial sebagai proyek pembentukan subjek rasional modern. 
Di titik inilah artikel ini memposisikan kontribusinya: membaca kebijakan literasi 
finansial sebagai arena kontestasi rasionalitas modern dan ekonomi moral dalam 
pembingkaian kemiskinan di Indonesia. 

Dalam kajian antropologi dan sosiologi, fenomena ini sering dipahami 
sebagai sebuah arena negosiasi nilai-nilai sosial lokal dan wacana kebijakan 
negara. Alih-alih sekadar mengadopsi aturan perilaku finansial yang digariskan 
oleh kebijakan nasional, masyarakat miskin seringkali menafsirkan, beradaptasi, 
atau bahkan menolak implementasi literasi finansial berdasarkan nilai-nilai, 
praktik budaya, dan struktur sosial yang ada dalam komunitas mereka sendiri. 
Misalnya, penelitian tentang literasi keuangan dalam konteks pendidikan 
menyatakan bahwa literasi harus disesuaikan dengan konteks sosial budaya 
agar benar-benar efektif [15]. 

Masyarakat juga tidak hidup dalam ruang hampa kelembagaan; konteks 
sosial seperti norma berbagi sumber daya, batasan budaya dalam berbicara 
tentang uang, dan peran hubungan kekerabatan memengaruhi bagaimana 
keputusan finansial diambil dalam kehidupan sehari-hari. Studi [16] menemukan 
bahwa akses informasi terkait literasi keuangan sering terhambat karena 
masyarakat kesulitan memahami materi yang tidak disesuaikan dengan 
pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, sistem hubungan kekerabatan, 
solidaritas kolektif, dan tata nilai moral yang menempatkan keluarga sebagai unit 
ekonomi bersama merupakan bagian penting dari praktik ekonomi masyarakat 
miskin yang sukar diukur hanya dengan indeks literasi finansial semata. Dengan 
kata lain, sebagian orang tidak hanya perlu “pengetahuan teknis”, tetapi juga 
konteks sosial budaya untuk mengintegrasikan wawasan tersebut ke dalam 
praktik berpikir mereka sendiri. 

Pendekatan antropologis menekankan bahwa praktik finansial masyarakat 
miskin perlu dipahami sebagai produk dari relasi sosial dan nilai kultural, bukan 
semata-mata sebagai hasil pemahaman individu terhadap konsep ekonomi 
modern [22]. Dalam perspektif ini, literasi finansial dipahami sebagai titik temu 
yang sekaligus ruang negosiasi antara kebijakan negara yang 
merepresentasikan wacana modernitas ekonomi dan nilai-nilai lokal yang 
berakar dalam kehidupan sosial masyarakat [23]. Ruang negosiasi tersebut 

menunjukkan bahwa nilai lokal memainkan peran signifikan dalam menafsirkan 
dan mereproduksi praktik finansial yang bermakna secara sosial, misalnya dalam 
pengambilan keputusan mengenai utang, tabungan, pinjaman berbasis 
komunitas, dan pengelolaan modal usaha kecil. 
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Namun demikian, meskipun pendekatan antropologi menawarkan 
wawasan penting tentang bagaimana praktik ekonomi lokal berinteraksi dengan 
kebijakan literasi finansial, kajian semacam ini masih relatif terbatas dalam 
literatur Indonesia sampai saat ini. Sebagian besar studi masih berfokus pada 
aspek pengukuran dan evaluatif semata, sedangkan analisis yang 
mengintegrasikan konteks nilai lokal dan struktur sosial budaya dalam praktik 
literasi keuangan belum berkembang secara memadai [24]. Padahal, tanpa 
pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial–budaya ini, kebijakan 
yang dirancang untuk meningkatkan literasi finansial berpotensi gagal mencapai 
tujuan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan, karena kebijakan formal 
saja tidak serta-merta mengubah praktik ekonomi yang telah terinternalisasi 
dalam nilai, norma, dan struktur sosial komunitas. Hal ini terutama terasa di 
pedesaan dan komunitas tradisional, di mana nilai budaya lokal dan cara 
masyarakat mengelola hubungan sosial sering menentukan bagaimana praktik 
finansial dijalankan sehari-hari [25]. 

Artikel ini mengisi celah kajian melalui tinjauan kritis literatur tentang literasi 
finansial, kemiskinan, dan nilai lokal dalam kebijakan negara. Dengan menelaah 
temuan dan asumsi kebijakan, artikel ini menawarkan pemahaman holistik 
tentang bagaimana literasi finansial diproduksi, dipraktikkan, dan dinegosiasikan, 
serta menegaskan pentingnya dimensi sosial-budaya dalam perumusan 
kebijakan penanggulangan kemiskinan. 
 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan 
kritis literatur (critical literature review) untuk menganalisis hubungan antara nilai 
lokal, kebijakan negara, literasi finansial, dan kemiskinan. Pendekatan critical 
literature review dipilih karena tidak hanya bertujuan merangkum temuan 
penelitian sebelumnya, tetapi juga memungkinkan analisis kritis terhadap 
asumsi, kerangka konseptual, serta relasi kuasa yang membentuk wacana 
kebijakan literasi finansial dan praktik ekonomi masyarakat miskin [26]. Dalam 
tradisi penelitian kualitatif, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang 
dibangun secara sosial dan sarat makna, sehingga analisis diarahkan pada 
proses penafsiran dan konteks sosial-budaya [27]; karena itu literasi finansial 
diposisikan sebagai fenomena sosial-budaya yang melekat pada struktur sosial 
dan praktik keseharian, bukan semata persoalan teknis pengelolaan uang. 
Kerangka dasar metode ini melanjutkan rancangan sebelumnya yang 
menempatkan literasi finansial sebagai arena negosiasi sosial-budaya dan 
memprioritaskan publikasi 2020–2025. 

Penelusuran literatur dilakukan bertahap melalui Google Scholar, Lens.org, 
serta portal jurnal nasional (SINTA/GARUDA), dan penelusuran terarah pada 
artikel dari jurnal terindeks Scopus. Kata kunci disusun dalam Bahasa Indonesia 
dan Inggris dengan operator Boolean, seperti: (“literasi finansial” OR “literasi 
keuangan” OR “financial literacy”) AND (“kemiskinan” OR “poverty”) AND 
(“kebijakan” OR “policy” OR “governmentality”). Untuk memperkuat dimensi 
sosiologis–antropologis, pencarian ditambah istilah seperti (“nilai lokal” OR “local 
values” OR “cultural context”) dan (“ekonomi moral” OR “moral economy” OR 
“informal finance”). Penelusuran difokuskan pada publikasi 2020–2025 guna 
menangkap perkembangan terkini, dengan penggunaan selektif literatur klasik 
sebagai landasan konseptual. Seluruh hasil kemudian disaring untuk 
memastikan relevansi dengan fokus kajian. 
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Literatur diinklusi apabila memenuhi kriteria: (1) terbit pada 2020–2025 
(kecuali karya klasik/konseptual yang menjadi rujukan teori); (2) membahas 
literasi finansial/inklusi keuangan dalam relasinya dengan kemiskinan, kebijakan 
publik, praktik ekonomi masyarakat, dan/atau konteks sosial-budaya; (3) berupa 
artikel jurnal bereputasi (terindeks Scopus) atau jurnal nasional terakreditasi 
(SINTA), buku akademik, dan dokumen kebijakan resmi terkait literasi 
finansial/kemiskinan; (4) tersedia teks lengkap sehingga dapat dianalisis secara 
kritis. Literatur dieksklusi apabila: (a) duplikat, (b) tidak relevan dengan fokus 
(misalnya hanya membahas kinerja keuangan/produk finansial tanpa dimensi 
kemiskinan-kebijakan-konteks sosial), (c) berupa opini populer tanpa basis 
akademik yang memadai, atau (d) tidak menyediakan informasi 
metodologis/argumentatif yang cukup untuk dinilai secara kritis. 

Analisis dilakukan secara tematik–interpretatif melalui tahapan: (1) 
pembacaan dekat (close reading) untuk mengidentifikasi cara literasi finansial 
didefinisikan, tujuan kebijakan, dan asumsi tentang kemiskinan; (2) pengodean 
tema (misalnya: rasionalitas modern, responsibilisasi individu, ekonomi moral, 
solidaritas/jejaring sosial, serta resistensi/negosiasi praktik lokal); (3) 
perbandingan lintas-sumber untuk menemukan pola dominan, ketegangan 
(dialektika) antarwacana, serta celah konseptual; dan (4) sintesis kritis untuk 
merumuskan bagaimana literasi finansial bekerja sebagai arena kontestasi 
antara rasionalitas teknokratis negara dan praktik ekonomi moral masyarakat. 
Dengan prosedur ini, kajian tidak hanya menyajikan ringkasan penelitian 
terdahulu, tetapi membangun argumen analitis mengenai produksi pengetahuan 
kebijakan dan implikasinya terhadap cara kemiskinan dibingkai serta diintervensi 
dalam konteks Indonesia [26]. 
 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Literasi finansial perlu dipahami sebagai instrumen negara dalam wacana 

pembangunan yang membentuk rasionalitas ekonomi, relasi kuasa, dan cara 
pandang terhadap kemiskinan. 
 

Literasi Finansial sebagai Wacana dan Instrumen Negara 
Dalam berbagai kebijakan pembangunan kontemporer, literasi finansial 

semakin diposisikan sebagai salah satu instrumen utama negara dalam 
mengelola persoalan kemiskinan. Literasi finansial tidak lagi dipahami sekadar 
sebagai pengetahuan teknis mengenai pengelolaan keuangan, melainkan 
sebagai perangkat normatif yang diharapkan mampu membentuk subjek 
ekonomi yang rasional, mandiri, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai 
program edukasi keuangan, negara mendorong masyarakat terutama kelompok 
miskin untuk menyesuaikan perilaku ekonominya dengan standar rasionalitas 
pasar dan logika manajemen keuangan modern. Dalam kerangka ini, literasi 
finansial berfungsi sebagai bagian dari proyek pembangunan nasional yang 
menautkan kesejahteraan individu dengan kemampuan mengelola risiko dan 
keputusan finansial secara personal [12], [28]. 

Sejumlah literatur menunjukkan bahwa kebijakan literasi finansial 
diproduksi dan disebarluaskan melalui bahasa rasionalitas ekonomi yang 
menekankan efisiensi, perencanaan, dan kontrol diri [24], [25], [26]. Negara, 
melalui institusi keuangan dan regulasi publik, membingkai literasi finansial 
sebagai prasyarat bagi inklusi keuangan dan mobilitas sosial. Dalam narasi ini, 
individu miskin dipandang sebagai subjek yang belum “cukup cakap” secara 
finansial, sehingga membutuhkan intervensi berupa edukasi agar mampu 
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mengelola pendapatan, utang, dan konsumsi secara lebih disiplin. Pendekatan 
semacam ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen kebijakan dan kajian 
ekonomi pembangunan yang menempatkan literasi finansial sebagai solusi 
preventif terhadap kemiskinan dan kerentanan ekonomi [28]. 

Namun, pembingkaian literasi finansial sebagai tanggung jawab individu 
secara implisit mereduksi kemiskinan menjadi persoalan pengetahuan dan 
perilaku finansial semata. Dalam banyak kebijakan, kemiskinan dipahami 
sebagai akibat dari keputusan ekonomi yang tidak rasional, kurangnya 
perencanaan, atau ketidakmampuan mengelola keuangan rumah tangga. 
Perspektif ini cenderung mengabaikan faktor-faktor struktural seperti 
ketimpangan akses terhadap sumber daya, ketidakstabilan pasar kerja, relasi 
kuasa dalam sistem ekonomi, serta keterbatasan perlindungan sosial. Sejumlah 
informasi menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi menormalisasi 
kegagalan negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, dengan 
mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada individu miskin sebagai subjek 
yang dianggap “belum literat” secara finansial [32], [33], [34]. 

Dari perspektif antropologi kebijakan, literasi finansial dapat dibaca sebagai 
bagian dari praktik governmentality, yakni cara negara membentuk perilaku 
warga melalui produksi pengetahuan dan norma tertentu. Konsep ini menyoroti 
bagaimana kebijakan tidak hanya bekerja melalui regulasi formal, tetapi juga 
melalui internalisasi nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. 
Dalam konteks literasi finansial, negara tidak secara langsung memaksa, 
melainkan membimbing individu untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan logika 
ekonomi yang dianggap ideal. Dengan demikian, literasi finansial berfungsi 
sebagai mekanisme pendisiplinan ekonomi yang halus, di mana pengelolaan 
kemiskinan dilakukan melalui pembentukan subjek yang patuh terhadap 
rasionalitas pasar. 

Literasi finansial juga berperan sebagai alat klasifikasi moral terhadap 
kelompok miskin. Individu yang gagal keluar dari kemiskinan kerap diposisikan 
sebagai kurang disiplin, tidak rasional, atau tidak mampu mengelola keuangan 
dengan baik. Dalam konteks ini, literasi finansial tidak hanya mengatur praktik 
ekonomi, tetapi juga membentuk stigma sosial dan hierarki moral baru antara 
mereka yang dianggap “melek finansial” dan mereka yang “belum melek”. 
Beberapa kajian mutakhir menunjukkan bahwa pendekatan ini berpotensi 
memperdalam eksklusi sosial, karena kegagalan ekonomi dipersonalisasi dan 
dilepaskan dari konteks struktural yang lebih luas [35], [36], [37], [38]. 

Dengan demikian, literasi finansial tidak hadir sebagai praktik yang netral 
atau semata-mata teknis, melainkan sebagai wacana pembangunan yang sarat 
dengan relasi kuasa antara negara dan kelompok miskin. Melalui kebijakan 
literasi finansial, negara mendefinisikan apa yang dianggap sebagai perilaku 
ekonomi yang “benar” dan “bertanggung jawab”, sekaligus membingkai 
kemiskinan sebagai persoalan individual yang dapat diperbaiki melalui 
perubahan perilaku. Pemahaman kritis terhadap literasi finansial sebagai 
instrumen negara menjadi penting untuk membuka ruang analisis yang lebih 
sensitif terhadap dinamika sosial-budaya dan ketimpangan struktural yang 
membentuk pengalaman kemiskinan di masyarakat. 

 

Kemiskinan, Nilai Lokal, dan Ekonomi Moral Masyarakat 
Pemahaman kemiskinan dalam literatur sosiologi dan antropologi telah 

bergerak melampaui definisi semata-mata sebagai kekurangan ekonomi. 
Kemiskinan juga dipahami sebagai pengalaman sosial-budaya yang membentuk 
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praktik kehidupan sehari-hari, relasi sosial, dan norma moral dalam komunitas 
[39]. Dari perspektif ini, masyarakat miskin tidak hanya dihadapkan pada 
keterbatasan finansial, tetapi juga pada tuntutan sosial dan kewajiban moral yang 
memengaruhi bagaimana mereka mengelola sumber daya yang tersedia [40], 
[41], [42]. Dalam konteks ini, praktik ekonomi sehari-hari, termasuk tabungan, 
pinjaman, dan manajemen risiko, sering kali dipandu oleh nilai-nilai kolektif dan 
logika sosial yang berbeda dari prinsip rasionalitas ekonomi modern. 

Literatur terkini menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat miskin 
sangat dipengaruhi oleh solidaritas sosial, kewajiban moral, nilai religius, dan 
relasi kekerabatan [43], [44], [45]. Misalnya, utang atau pinjaman bukan sekadar 
transaksi finansial, tetapi menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial 
dan memenuhi tanggung jawab moral terhadap keluarga atau komunitas. 
Menabung atau mengelola aset pun sering dilakukan bukan hanya untuk 
keuntungan pribadi, tetapi sebagai bentuk keamanan kolektif, di mana risiko 
dibagi bersama dalam jaringan sosial [46]. Pendekatan ini menekankan ekonomi 
moral, yaitu logika ekonomi yang diinternalisasi melalui nilai-nilai sosial dan 
budaya lokal. 

Program literasi finansial yang menekankan tanggung jawab individu, 
perencanaan keuangan rasional, atau investasi formal sering tidak selaras 
dengan praktik sosial di komunitas miskin. Sebagai contoh, masyarakat yang 
menolak instruksi menabung secara formal mungkin melakukannya bukan 
karena ketidaktahuan, tetapi karena menabung di lembaga formal tidak sejalan 
dengan praktik berbagi risiko atau solidaritas kekerabatan yang telah lama 
diterapkan. Hal ini menimbulkan konflik nilai antara pendekatan teknokratis 
literasi finansial dan nilai-nilai lokal yang bersifat kolektif.  

Literatur mutakhir menegaskan bahwa agama dan spiritualitas berperan 
penting dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat miskin. Nilai religius 
memengaruhi cara individu memaknai utang, sedekah, dan distribusi 
keuntungan, sehingga keputusan finansial tidak semata didasarkan pada 
rasionalitas individual, tetapi juga pada kewajiban moral dan spiritual. Dalam 
konteks ini, pendekatan literasi finansial yang berorientasi individual berpotensi 
menimbulkan disonansi kultural ketika mengabaikan dimensi religius, 
sebagaimana terlihat pada program edukasi keuangan berbasis bunga yang 
tidak selalu sejalan dengan prinsip syariah. Kondisi tersebut mendorong 
masyarakat untuk melakukan adaptasi atau resistensi sebagai respons yang 
rasional secara sosial-budaya. 

Di luar konflik nilai, masyarakat miskin juga mengembangkan praktik 
ekonomi kolektif sebagai strategi adaptif yang jarang tercatat dalam literatur 
teknokratis. Mekanisme informal seperti arisan, koperasi komunitas, dan gotong 
royong finansial berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial internal yang 
memungkinkan redistribusi risiko sekaligus memperkuat kohesi dan identitas 
komunitas. Praktik ekonomi moral di Nusantara dapat dibaca sebagai bentuk 
literasi finansial lokal yang bekerja melalui norma sosial, kepercayaan, dan 
mekanisme saling-menolong, bukan semata kalkulasi untung-rugi individual. 
Berbeda dari logika perbankan formal yang menuntut kelayakan administratif, 
praktik seperti arisan, lumbung desa, atau pinjaman kekerabatan mengandalkan 
modal sosial dan kewajiban moral sebagai jaminan, sehingga lebih kompatibel 
dengan struktur kehidupan komunitas. 
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Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa mekanisme informal semacam 
ini tetap relevan sebagai pelindung sosial (informal social protection) terutama 
ketika perlindungan formal tidak menjangkau kelompok paling rentan; karenanya, 
program literasi finansial yang sensitif budaya semestinya tidak menghapus 
mekanisme lokal, tetapi memetakan, mengakui, dan mengintegrasikannya 
sebagai bagian dari desain kebijakan [20], [47]. Praktik-praktik ini menunjukkan 
bahwa kemiskinan merupakan pengalaman sosial-budaya yang dilembagakan 
dalam relasi sosial, kewajiban moral, dan norma lokal. Oleh karena itu, kebijakan 
literasi finansial perlu melampaui pendekatan individualistik dengan mengakui 
ekonomi moral kolektif, agar lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap 
dinamika kehidupan masyarakat miskin. 

 
Negosiasi, Adaptasi, dan Resistensi terhadap Kebijakan Negara 

Masyarakat miskin tidak sekadar menjadi objek pasif dari kebijakan negara, 
tetapi menunjukkan agency dalam menghadapi dan menanggapi intervensi 
kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pendekatan sosiologi–
antropologi kebijakan menggarisbawahi bahwa masyarakat berperan aktif dalam 
menafsirkan, menyesuaikan, atau bahkan menolak kebijakan yang masuk ke 
dalam realitas sosial mereka. Dalam kajian kebijakan sosial, negosiasi ini 
dipahami sebagai proses di mana individu dan komunitas bertindak untuk 
menegosiasikan akses, adaptasi, atau reaksi terhadap struktur kebijakan yang 
lebih besar, sehingga praktik kehidupan sehari-hari turut membentuk hasil 
kebijakan itu sendiri, bukan hanya menerima dampaknya secara linear. Dalam 
konteks literasi finansial, hal ini berarti masyarakat miskin dapat menghadapi 
kebijakan literasi finansial melalui perubahan makna dan praktik di level lokal 
sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri [48]. 

Selain adaptasi, muncul pula bentuk resistensi terhadap kebijakan negara 
yang bersifat simbolik atau tersirat dalam praktik sehari-hari. Dalam kajian 
resistensi sosial, resistensi tidak hanya berupa penolakan terbuka, tetapi dapat 
juga tampak melalui tindakan-tindakan halus, seperti kepatuhan formal terhadap 
aturan disertai pemeliharaan praktik lokal yang berbeda secara substantif. 
Konsep everyday resistance menekankan bagaimana masyarakat yang berada 
dalam posisi subordinat menggunakan strategi non-konfrontatif untuk 
mempertahankan nilai-nilai dan praktik sosialnya, sekaligus menegosiasikan 
relasi kekuasaan dengan struktur yang lebih dominan. Pendekatan ini membuka 
pemahaman bahwa resistensi dapat muncul sebagai bentuk tindakan yang tidak 
selalu terekspresikan secara langsung, namun tetap signifikan dalam 
mempertahankan identitas dan cara hidup komunitas mereka [49]. 

Negosiasi, adaptasi, dan resistensi ini terjadi pada berbagai level sosial 
mulai dari rumah tangga hingga komunitas yang menggambarkan bahwa 
kebijakan negara tidak pernah sampai kepada masyarakat dalam bentuk yang 
seragam atau tetap. Kebijakan yang dirancang di level makro pun biasanya 
mengalami transformasi makna dan praktik saat berinteraksi dengan konteks 
lokal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin memiliki kapasitas untuk 
merespon kebijakan dengan cara yang merefleksikan nilai-nilai budaya, 
solidaritas sosial, serta strategi bertahan hidup kolektif yang mereka miliki. 
Dengan demikian, literasi finansial ketika dipraktekkan di lapangan sering kali 
bukan sekadar penerapan pengetahuan teknis, tetapi merupakan arena 
negosiasi sosial–budaya di mana nilai-nilai lokal dan kepentingan kebijakan 
saling bersinggungan dan berdinamika secara terus-menerus. 
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Literasi Finansial dalam Dinamika Perubahan Sosial dan Budaya 

Literasi finansial sering dipandang sebagai instrumen pembangunan yang 
mampu membuka akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang 
lebih luas, seperti tabungan bank, kredit mikro, atau proteksi finansial lainnya. 
Menurut tinjauan sistematik terbaru, peningkatan literasi finansial secara 
signifikan berkaitan dengan peningkatan inklusi sosial dan ekonomi serta 
pengurangan ketidaksetaraan dalam berbagai konteks masyarakat global, 
karena literasi membantu individu memahami, mengevaluasi, dan 
memanfaatkan produk serta layanan finansial secara lebih efektif. Literatur 
menyatakan bahwa kombinasi literasi dan inklusi finansial memperkuat kapasitas 
individu dalam menghadapi perubahan ekonomi, meningkatkan peluang 
partisipasi dalam pasar formal, dan memungkinkan perencanaan jangka panjang 
untuk keluarga maupun usaha mikro [8]. 

Namun, dalam konteks digitalisasi, perlu dicatat munculnya risiko 
kemiskinan baru ketika pinjaman online dan fintech lending masuk ke rumah 
tangga rentan melalui narasi inklusi dan literasi keuangan. Dalam praktiknya, 
kondisi ini dapat memicu kelebihan beban utang, relasi kuasa baru dalam 
penagihan, serta kerentanan privasi data. Di Indonesia layanan pinjaman digital 
yang berkembang lebih cepat daripada kapasitas perlindungan konsumen, 
sehingga beban risiko cenderung dipindahkan kepada peminjam. Secara lebih 
luas, riset internasional juga mengingatkan bahwa keuangan digital dapat 
bergeser dari instrumen inklusi menjadi perangkap utang ketika akses kredit 
instan tidak disertai pengendalian risiko, transparansi biaya, dan dukungan 
institusional [50]. Karena itu, literasi finansial tidak cukup dimaknai sebagai 
kemampuan mengelola uang, tetapi juga sebagai literasi kritis yang mampu 
membaca struktur platform, kontrak digital, dan ketimpangan informasi dalam 
ekosistem pinjaman. 

Dampak positif literasi finansial juga tercermin pada kesadaran pengelolaan 
keuangan yang lebih baik. Ketika individu memahami prinsip dasar seperti 
budgeting, manajemen utang, atau investasi sederhana, mereka cenderung 
membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan terencana. Temuan ini terlihat 
di sejumlah studi empiris yang menunjukkan bahwa literasi finansial berimplikasi 
pada perilaku menabung yang lebih konsisten, peningkatan penggunaan layanan 
kredit yang formal, serta perencanaan keuangan jangka panjang yang lebih 
matang [26], [32], [38], [40]. 

Namun, literasi finansial juga menghasilkan dampak yang bersifat 
ambivalen secara sosial-budaya. Di satu sisi, akses yang lebih besar terhadap 
mekanisme finansial formal dapat memperluas peluang ekonomi bagi individu 
dan komunitas. Di sisi lain, penekanan pada pengelolaan risiko individual dan 
perencanaan finansial personal sering kali berpotensi melemahkan solidaritas 
sosial tradisional, karena tanggung jawab finansial semakin dipasarkan sebagai 
urusan personal daripada kolektif. Ketika budaya gotong royong atau tabungan 
kolektif dikontraskan dengan logika tabungan individual di bank atau lembaga 
formal, praktik kolektif dapat mengalami marginalisasi atau bahkan dianggap 
kurang “rasional” menurut standar pasar modern [8]. 

Dalam konteks budaya yang beragam, dampak literasi finansial terhadap 
perilaku ekonomi tidak selalu bersifat linier. Integrasi literasi finansial kerap 
memicu redefinisi relasi sosial, di mana praktik ekonomi berbasis solidaritas 
komunitas berhadapan dengan logika tanggung jawab finansial individual. 
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Proses ini dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok yang mampu 
menyesuaikan diri dengan sistem formal dan mereka yang tetap bergantung 
pada nilai kolektif. Selain itu, literasi finansial tidak hanya membuka akses, tetapi 
juga berpotensi menciptakan eksklusi baru ketika keterampilan, bahasa, dan 
teknologi menjadi prasyarat partisipasi. Oleh karena itu, kebijakan literasi 
finansial perlu mengakui nilai lokal dan menjaga kohesi sosial agar 
pemberdayaan ekonomi tidak mengikis relasi komunitas. 

 
D. KESIMPULAN 

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi finansial tidak bersifat netral 
dalam pengelolaan kemiskinan, melainkan memuat relasi kuasa antara negara 
dan masyarakat miskin yang membentuk norma, perilaku, dan praktik ekonomi 
sesuai logika pembangunan modern. Oleh karena itu, keberhasilan program 
literasi finansial tidak dapat diukur semata dari peningkatan pengetahuan 
individu, tetapi harus dipahami dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap 
nilai lokal, solidaritas sosial, dan ekonomi moral yang kerap berbeda dari 
rasionalitas teknokratis negara. 

Secara teoretis, artikel ini menegaskan pentingnya perspektif antropologi 
kebijakan dalam membaca literasi finansial sebagai arena negosiasi antara nilai 
lokal dan tujuan pembangunan. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan 
perancangan kebijakan literasi finansial yang sensitif budaya, partisipatif, dan 
kontekstual, dengan mengintegrasikan mekanisme kolektif dan praktik 
komunitas. Pendekatan tersebut memungkinkan literasi finansial berfungsi 
sebagai instrumen pemberdayaan yang inklusif, memperkuat kohesi sosial, serta 
mengurangi risiko eksklusi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan yang 
berkelanjutan. 
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